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ABSTRAK

Banyaknya jumlah lanjut usia terlantar di Provinsi DIY sebagai
salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menandakan bahwa
mereka belum terpenuhi hak-hak atas kebutuhan dasarnya dan mengalami
hambatan dalam menjalani hidup. Untuk itu Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah DIY Nomor
3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang
mengamanatkan adanya pelayanan sistem panti bagi lanjut usia untuk
menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia di Provinsi DIY.
Salah satu panti yang berdiri langsung di bawah wewenang Dinas Sosial
DIY sebagai pelaksana kegiatan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan
sosial adalah Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur. Dari
latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok
permasalahan yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah DI'Y Nomor
3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut Usia di
BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dan bagaimana dampak sosial
pelayanan lanjut usia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial
DIY Unit Budi Luhur dalam perspektif Masla/zah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu berusaha menjelaskan
terkait penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021
melalui pelayanan lanjut usia sistem panti di BPSTW Dinas Sosial DI'Y Unit
Budi Luhur, kemudian dianalisis dengan teori HAM dan maslakah.
Pendekatan penelitian dengan yuridis empiris artinya penelitian dengan
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan
Daerah DI'Y Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DI'Y Unit Budi
Luhur telah sesuai dengan standar pelayanan dalam panti yang diatur dalam
Perda, namun masih perlu ditingkatkan dan pelaksanannya secara umum
sudah berjalan sesuai dengan konsep hak lansia sebagai kelompok rentan
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, jika melihat dari
pandangan maslakah, pelayanan dengan sistem panti bagi lanjut usia
terlantar menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan konsep maslakah
yang mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021, Kesejahteraan
Lanjut Usia, dan Maslakah.



ABSTRACT

The large number of neglected elderly people in the Province of DIY
as one of the Need for Social Welfare Services indicates that their rights to
their basic needs have not been fulfilled and are experiencing obstacles in
living life. For this reason, the Yogyakarta Special Region Government
issued a policy in the form of DIY Regional Regulation Number 3 of 2021
concerning the Implementation of Elderly Welfare which mandates the
existence of an orphanage system for the elderly to ensure the welfare and
quality of life of the elderly in the DIY Province. One of the institutions that
was established directly under the authority of the DIY Social Service as the
executor of local government activities in the field of social welfare is the
Budi Luhur Unit Tresna Werdha Social Service Center. From this
background, the researchers formulated two main issues, namely how to
implement DIY Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the
implementation of elderly welfare at BPSTW DIY Social Service Budi
Luhur Unit and what is the social impact of elderly services at the Tresna
Werdha Service Social Service Center DIY Social Unit Budi Luhur in the
perspective of Maslahah.

This type of research is field research. The nature of this research is
descriptive-analytic, namely trying to explain the implementation of DIY
Regional Regulation Number 3 of 2021 through the elderly service of the
orphanage system at BPSTW DIY Social Service Budi Luhur Unit, then
analyzed with the theory of human rights and masiahah. The research
approach with empirical juridical means research by looking at a legal
reality in society. Data collection techniques using interviews, observation,
and documentation.

The results showed that the implementation of the DIY Regional
Regulation Number 3 of 2021 at BPSTW DIY Social Services Unit Budi
Luhur is in accordance with the service standards in the orphanage regulated
in the Perda, but still needs to be improved and its implementation in general
has been going according to the concept of the rights of the elderly as a
vulnerable group to improve their welfare. In addition, if you look at it from
the maslahah perspective, services with an orphanage system for neglected
elderly people create benefits that are in accordance with the concept of
maslakah which includes the maintenance of religion, soul, mind and
offspring.

Keywords: DIY Regional Regulation Number 3 of 2021, Elderly Welfare,
and Maslakah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara
garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

& §8° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

5 Zal i ze (dengan titik di atas)
0 ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin =3 Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L 7& Z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge dan ha
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- fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

o Ndn N En

S Wawda w We

A ha’ H Ha

s Hamzah ) Apostrof
< ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

-

A Ditulis Sunnah
ile Ditulis ‘illah

C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

sailall Ditulis al-Ma’idah

Tl Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka

2

ditulis dengan “A

)il 45 Hlaa Ditulis Mugéranah al-ma zahib




3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h

Hhdl 3 Ditulis Zakah al-fitri

D. Vocal Pendek

1. —— Fathah Ditulis A

J=d Ditulis fa’ala
2. — Kasrah Ditulis |

B Ditulis Zukira
3. - dhammah Ditulis U

caly Ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang

=

1. Fathah + alif Ditulis A
Ol Ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
ol Ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
& sl Ditulis al- ‘Alwani
4. Dammah + wawu mati Ditulis U
psle Ditulis ‘Ulim

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
po e Ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au

-

JsA Ditulis Qaul




G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

adilf Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
ai S ol Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis menggunakan huruf “1”
oLl Ditulis Al-Qur’dn
bl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

Al ) Ditulis Ar-Risalah
Ll Ditulis An-Nisa’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ERNY Ditulis Ahl al-Ra yi
A8l Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal

kata sandangnya. Contoh:
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Al b 9l el faa )y s

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,
dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri
Soleh dan sebagainya.

4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Maizan, Hidyah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
PRV ENg\ P (pper
L) iyl o aDl) g 53all g Cpdll g LA ) gal Ao i Ay g Copalladl Gy 4 daal
2y Gl el dpmua g Al e g (e pall g
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam
Undang-Undang Dasar 1945 vyaitu Kkhususnya frasa memajukan
kesejahteraan umum serta sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti bahwa seluruh lapisan
masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sama, maka
pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan rakyatnya
dalam kondisi sejahtera tanpa terkecuali.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.! Sedangkan masyarakat yang belum
terpenuhi atas hak kebutuhan dasarnya dan tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
sosial secara memadai disebut sebagai PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial).?

! Pasal 1 ayat (1).

2 Sheryn Wijayanti dan Indah Prabawati, “Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di
UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto”, Publika, Vol. 8 No. 2, 2020.



Provinsi DIY menempati posisi teratas dengan persentase lansia
terbesar secara nasional yaitu 16,69 %. Berdasarkan Data BPS persentase
penduduk lansia DIY tahun 2020 meningkat menjadi 15.75 % dari 13.08 %
pada tahun 2010. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa DIY berada
pada era ageing population yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun
ke atas mencapai 10 persen ke atas. 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pada pasal 1
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia (lansia) adalah
seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Besarnya jumlah penduduk lansia di Provinsi DIY membawa
dampak tersendiri. Dampak yang terlihat dominan bagi Provinsi DIY adalah
lansia yang menyandang PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial),
yakni dengan status lansia terlantar. Lanjut usia terlantar (LUT) adalah
seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu
tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani
maupun sosial.* Lansia terlantar dianggap sebagai PPKS karena mereka
memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki
kriteria masalah sosial diantaranya kemiskinan dan keterlantaran. Mereka
tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan; dan

terlantar secara psikis, dan sosial.

3 BPS dan Susenas Statistik penduduk lanjut usia 2022
https://bps.go.id/publication/2022/12/27/3752f1d1d9b41aa69bedc65c/statistik-penduduk-lanjut-
usia-2022.html diakses 24 Februari 2022.

4 Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Lansia, Pasal 1 ayat (12).



Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial DIY
menunjukkan bahwa jumlah lansia terlantar DIY pada tahun 2020 sebanyak
37.442 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 33.129 jiwa dan tahun 2022 sebanyak
26.525 jiwa. Jumlah lanjut usia terlantar di DI'Y menunjukkan penurunan,
namun sebanyak 26.525 warga lansia di DIY masih hidup dalam kondisi
terlantar baik dari segi ekonomi dan sosial. Adapun adanya lanjut usia
terlantar sebagai PPKS menandakan bahwa mereka belum mendapatkan
hak mereka sepenuhnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang merupakan
hak bagi setiap warga negara.

Masalah lanjut usia terlantar biasanya disebabkan karena
menurunnya kemampuan secara fisik dan mental serta ketidakberdayaan
secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kondisinya
diperparah dengan tidak mempunyai sanak saudara, sehingga mereka tidak
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak baik secara jasmani,
rohani maupun sosial.> Padahal terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun
batin serta kebutuhan sosial adalah dambaan setiap orang termasuk lanjut
usia terlantar karena mereka ingin hidup secara layak. Oleh sebab itu lanjut
usia terlantar perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan
masyarakat.

Untuk itu dibuatlah Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai kebijakan dari

® Soetdji Andri, “Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Meningkatkan
Kualitas Hidup”, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1 April
2019, him. 68.



Pemerintah Daerah DIY untuk memberikan perlindungan hukum bagi
lansia untuk mendapatkan kesejahteraanya. Pasal 28 menyebutkan bahwa
pengupayaan peningkatan kesejahteraan lansia dapat dilakukan dengan cara
pemberian pelayanan dalam panti maupun pelayanan luar panti.®

Pelayanan lanjut usia dalam panti diberikan pada lansia terlantar di
masyarakat sebagai alternatif terakhir ketika lansia benar-benar dalam
kondisi terlantar dan tidak ada potensi atau sistem sumber di sekitarnya yang
memungkinknnya memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik maupun non
fisik. Jenis pelayanan dalam panti bagi lanjut usia terlantar mengacu pada
Pasal 31 Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 meliputi: a) pemberian tempat
tinggal yang layak; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan
kesehatan; ¢) pengisian waktu luang termasuk rekreasi; bimbingan mental,
sosial, keterampilan, agama; dan pengurusan pemakaman.’” Pemerintah
Daerah DIY melakukan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar
berbasis panti dilakukan melalui Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha
Unit Budi Luhur dan Unit Abiyoso yang berdiri langsung di bawah
wewenang Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana kegiatan pemerintah daerah
di bidang kesejahteraan sosial.

Namun apabila dibandingkan antara fasilitas infrastruktur dan
kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh BPSTW dengan jumlah

lansia terlantar di DI'Y masih sangat kurang memadai karena BPSTW hanya

6 Peraturan Daerah DI'Y Nomor 3 Tahun 2021.

7 Pasal 31.



mampu menampung sebanyak 228 lansia terlantar padahal jumlah yang ada
di DIY 26.525 orang sehingga masih banyak lansia terlantar yang belum
terjangkau. Upaya memperluas jangkauan terhadap lansia terlantar dengan
adanya pelayanan kesejahteraan sosial luar panti berbasis masyarakat
ternyata juga masih belum mampu menjangkau seluruh lansia terlantar.
Pada tahun 2022, terdapat 1.800 lansia terlantar yang mendapatkan
pelayanan luar panti melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.®
Secara normatif pelayanan berbasis panti dinilai lebih akomodatif
dengan kebutuhan lansia terlantar karena dukungan infrastruktur dan
pendanaan yang jelas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dilakukan oleh sumber daya
manusia yang profesional di bidangnya seperti dokter jaga, perawat jawa,
dan pekerja sosial yang memberi pelayanan 24 jam selama 7 hari berturut-
turut. Pengelola BPSTW juga mengimplementasikan program-program
fisik dan non fisik yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian sosial,
kesehatan fisik-psikis dan kesejahteraan sosial.® Oleh sebab itu penulis
memfokuskan penelitian di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur

yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial DIY yang

8 Dinas Sosial DIY, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022~
https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2023/05/LKJiP-DINSOS-2022.pdf.

® Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, and Marita Ahdiyana. "Evaluasi Kebijakan Sosial
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT), Jurnal PKS, Vol. 16 No. 1 Maret 2017,
him. 5.



memiliki tugas memberikan pelayanan dalam panti yang ditujukan bagi
lanjut usia terlantar yang ada di wilayah Provinsi DIY.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki
tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan maslakah
Al-Ghazali dalam karyanya Al-Mustashfa min ‘ilm al’-Ushul memberikan
definisi konsep maslakah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum
yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Setiap yang mengandung upaya kelima prinsip ini disebut
maslakah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut
mafsadat dan menolaknya disebut maslakah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai
bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar yang
diberikan pemerintah melalui Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas
Sosial Unit Budi Luhur sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 3
Tahun 2021. Sehingga penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul
Penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif Maslakah. Karena
penerapan Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang menentukan

apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan dan

10 Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustsfa min ‘llm al-Ushul. Jilid 1-11, dar al-
Fikr, t.th. him. 286.



sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya penulis juga akan
menganalisis lebih lanjut menggunakan perspektif HAM dan Maslakah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa
rumusan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini diantaranya
sebagai berikut:

1. Bagimana implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di
BPSTW Dinas Sosial DI'Y Unit Budi Luhur?

2. Bagaimana dampak sosial pelayanan lanjut usia di BPSTW Dinas
Sosial DIY Unit Budi Luhur dalam perspektif Maslakah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.  Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah
DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
kesejahteraan lanjut usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit
Budi Luhur.

b.  Untuk mengetahui dampak sosial pelayanan lanjut usia di
BPSTW Dinas Sosial DI'Y Unit Budi Luhur dalam perspektif
Maslahah.

2. Kegunaan Penelitian
a.  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan pengetahuan tentang kebijakan kesejahteraan bagi



lanjut usia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya.

b.  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi bagi pihak terkait atau pemerintah Provinsi DIY
sebagai sarana masukan dalam pelaksanaan kebijakan
terutama kebijakan tentang kesejahteraan lanjut usia.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka dari
beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dengan skripsi peneliti,
diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Geostyari Kurnia Amantha dan Putri
Rahmaini dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020”. Dalam
jurnal ini membahas tentang efektivitas kebijakan pemerintah berupa
Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat lanjut usia yang terdampak
pandemi Covid-19.1

Kedua, skripsi karya Rika Novriani Pasaribu dengan judul
“Pelayanan Kesehatan Terhadap Lanjut Usia Pada Pasal 7 Ayat 1 Dalam
Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Menurut Perspektif Figh Siyasah”. Skripsi ini membahas tentang

11 Geostyari Kurnia Amantha dan Putri Rahmaini, “Efektifitas Kebijakan Pemerintah
Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020,” Jurnal Dinamika,
Vol. 1 No. 1, 2021.



bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia oleh pemerintah
Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan
Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia serta ditinjau menggunakan figih siyasah.?

Ketiga, jurnal karya Meisita Marhani Wilar, Agus tinus B. Pati dan
Sofia E. Pangemnanan dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan
Maesan Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal ini membahas peran
pemerintah desa Lowian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah
daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia sesuai dengan tugas
dan fungsinya.'3

Keempat, jurnal karya Lisa Novita Hartanti dan Lina Aryani dengan
judul “Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021”. Jurnal
ini membahas tentang program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebagai program
dari Dinas Sosial dan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan

lansia yang diterbitkan dalam bentuk kartu ATM. Namun dalam

12 Rika Novriani Pasaribu, “Pelayanan Kesehatan Terhadap Lanjut Usia Pada Pasal 7 Ayat
1 Dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di
Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Figh Siyasah,”
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2022.

13 Meisita Marhani Wilar dkk. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan,”
Jurnal Governance, 2021.
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pelaksanaan KLJ masih banyak lansia yang kurang memahami persyaratan
maupun prosedurnya.4

Kelima, skripsi karya Dian Agustian Trynanda dengan judul
“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor
Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang”. Skripsi ini membahas
implementasi kebijakan program Bupati nomor 13 Tahun 2020 tentang
program Rantang Simpati bagi lanjut usia yang sudah sebatang kara dan
tidak mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan di Kantor Kecamatan
Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Selain itu dijelaskan pula faktor-faktor
yang menjadi penghambat serta upaya mengatasi hambatannya.®

Keenam, jurnal karya Ali Wafa dengan judul “Meninjau
Implementasi Program Inovasi Rantang Kasih Bagi Kesejahteraan Lansia
Miskin Sebatangkara Di Desa Banjar, Kabupaten Banyuwangi”. Dalam
jurnal ini membahas pelaksanaan program Rantang Kasih Pemerintah

Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa pemenuhan makanan setiap hari

14 Lisa Novita Hartanti & Lina Aryani, “Implementasi Program Kartu Lansia dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021,” The Indonesian
Journal of Politics and Policy (1JJP) Vol. 4 No. 2, 2022.

15 Dian Agustian Trynanda, “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan
Cimanggung, Kabupaten Sumedang”, Skripsi, Ilmu Administrasi Negara STIA Sebelas April
Sumedang, 2021.
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untuk lansia miskin di Desa Banjar sebagai solusi masalah kesejahteraan
lanjut usia.®

Ketujuh, jurnal karya Roni Hermoko dengan judul “Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif
(UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta”. Dalam jurnal ini
membahas tentang faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif
maupun faktor yang memberikan pengaruh negatif dalam implementasi
program UEP bagi lansia potensial di Kota Yogyakarta.’

Dari beberapa penelitian skripsi maupun jurnal yang telah diuraikan
di atas, jika dilihat memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis, yang pada intinya mengamati pelaksanaan suatu
kebijakan tentang kesejahteraan lanjut usia. Namun penulis lebih terfokus
kepada pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di BPSTW Dinas
Sosial DI'Y Unit Budi Luhur yang memberikan pelayanan sistem panti bagi
lansia terlantar di Provinsi DIY. Serta perspektif yang digunakan dalam
penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka di atas yaitu penelitian ini

menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan Maslazah.

16 Ali Wafa, “Meninjau Implementasi Program Inovasi Rantang Kasih Bagi Kesejahteraan
Lansia Miskin Sebatangkara Di Desa Banjar, Kabupaten Banyuwangi,” Peksos: Jurnal Pekerjaan
Sosial, Vol. 21 No. 2, 2022.

17 Roni Hermoko, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta”, Jurnal Pemerintahan
dan Kebijakan, Vol. 1 No. 3, 2020.
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E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam
membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu
permasalahan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam
penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk
menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.
a.  Implementasi
Menurut kamus besar bahasa Inggris-Indonesia, implementasi
berasal dari kata “implementation” yang berarti pelaksanaan,
implementasi. Implementasi sebagai penerapan atau penggunaan
peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang
harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku
dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Implementasi
kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu
kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat
untuk mencapai tujuan kebijakan.®
Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi dalam
konteks pengertian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah DIY
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut

Usia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Menurut

18 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti, Implementasi Kebijakan Publik,
(Yogyakarta: Gava Media, 2012), him. 21.
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Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu peraturan

hukum bergantung pada tiga perkara, yaitu:*°

a) Substansi hukum
Dalam teori Lawrience Meir Friedman, substansi hukum
merupakan suatu sistem substansial yang menentukan bisa atau
tidaknya hukum itu dilaksanakan. Dalam hal ini peraturan
bergantung ada tidaknya suatu aturan yang mengatur sehingga
dapat dijalankan.

b) Struktur hukum
Dalam hal ini dikatakan sebagai sistem sturktural yang
menentukan bisa atau tidaknya peraturan tersebut berjalan dengan
baik. Suatu peraturan yang sudah tertulis tidak akan berjalan
dnegan baik apabila tidak ada aparat yang kredibilitas, kompeten,
dan independen.

c) Budaya hukum
Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang
lahir ‘melalui sistem kepercayaan, nilai pemikiran serta
harapannya yang berkembang menjadi satu. Budaya hukum ini
sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. jika

masyarakat sadar dan mematuhi peraturan yang berlaku maka

19 Lawrence M. Friedman, alih bahasa M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif IImu Sosial,
(Bandung: Nusamedia, 2009), him. 32.
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akan menjadi faktor pendukung. Namun, apabila masyarakat tidak
mampu mematuhi, maka akan menjadi faktor penghambat.
b.  Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng,
oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.?’ Hak asasi
tidak terbatas pada kebebasan berpendapat atau berorganisasi, tetapi
juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan,
pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang
layak, dan lain-lain.

Hak dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI
Tahun 1945 juga merupakan hak lansia. Selain itu, secara normatif,
lanjut usia termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang
rentan, sehingga berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan
lebih atas dasar adanya kekhususan tersebut sesuai dengan Pasal 5
ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perlakuan dan
perlindungan khusus bagi lanjut usia diberlakukan karena kondisi
fisik, psikis, dan sosial lanjut usia sudah tidak lagi sama seperti
masyarakat mayoritas, maka lanjut usia dianggap memiliki kebutuhan

khusus dan lebih, akibat kemampuan terbatasnya. Serta kelompok

20 Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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lanjut usia (lansia), merupakan bagian dari kelompok masyarakat
yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses hak dasarnya
termasuk hak atas perlindungan sosial.?! Adapun melalui pendekatan
hak untuk memastikan bahwa setiap hak dan kebutuhan lanjut usia
dapat terpenuhi dan lansia memiliki posisi yang sama seperti
kelompok lainnya.
Maslakah

Maslakah berasal dari kata salaha (zl=) dengan penambahan
“alif” di awalnya yang berarti baik atau positif. la adalah masdar dari
kata salaha yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan.??
Pengertian maslakah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan
yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam
menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudaratan atau
kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut maslakah
yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan
menolak kemudaratan.?®

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh
pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan dibentuknya Perda DIY

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut

2L Asosiasi LBH APIK Indonesia, Mengenal Hak Dasar Lansia, (Jakarta, 2019).

22 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakata: Kencana Prenadamedia Group, 2008),

him. 367.

2 1bid., him. 368.
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usia pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini selaras dengan maslakah Al-Ghazali dalam karyanya Al-
Mustashfa memberikan definisi konsep maslahah yaitu memelihara
tujuan syara’ atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh
pencipta syara’ (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.

Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin
menjelaskan bahwa menurut asalnya maslakah itu berarti sesuatu
yang mendatangkan keuntungan (manfaat) dan menjauhkan madharat
(kesusahan), karena hakikat dari maslazah adalah:

£ Al 3 guala o Ao,

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus
sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-
tujuan manusia. Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk
yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila
seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara
kelima aspek tujuan syara’ di atas maka dinamakan maslakah. 2*

F. Metode Penelitian
Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

2 Nur Asiah, Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, Jurnal Syariah dan Hukum,
Vol. 18 No. 1, 2020, him. 123.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk
memperoleh data yang diperlukan.?
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian bersifat menggambarkan dengan
menguraikan peristiwa, fakta-fakta ataupun gejala dalam
masyarakat. Sedangkan analitik merupakan mengolah data yang
diperoleh dengan mengkaji ulang. Data yang akan diperoleh seperti
hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan catatan
lapangan yang disusun akan diolah menjadi deskripsi.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataannya dalam masyarakat.?® Pendekatan yuridis
empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi
data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan ditujukan
kepada penerapan yang berkaitan dengan peraturan daerah. Penulis

menggunakan pendekatan empiris karena penelitian dilakukan

%5 Moh. Nasir, Metode Penelitian (Bandung: Gulmia Indonesia. 1998), him. 63.

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rinerka
Cipta, 2012), him. 126.
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dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat
penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan
dengan penegakan hukum, dalam hal ini penerapan Perda DIY
Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DI'Y Unit Budi Luhur.
4. Sumber Data
a.  Data Primer
Data primer yaitu data yang diperolen melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi di Dinas Sosial DIY, BPSTW
Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur, lansia terlantar serta pihak
yang bersangkutan lainnya. Selain itu juga dari Peraturan
Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia.
b.  Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung
data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan
berupa dokumen, jurnal, buku-buku, laporan, arsip dan
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a.  Metode wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti
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dan subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh

informasi yang lebih relevan yang diperlukan dalam

penelitian.?” Wawancara digunakan untuk mengetahui data

tentang penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3

Tahun 2021 yang diperoleh secara langsung dari narasumber

yang bersangkutan yaitu:

1.

Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang menanggulangi
permasalahan sosial di masyarakat.

Pihak Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)
Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur yang dalam hal ini
sebagai lembaga milik Pemerintah Daerah yang
menangani lanjut usia terlantar dalam panti di bawah
naungan Dinas Sosial DIY.

Lansia terlantar BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi
Luhur sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

lanjut usia (PPKS).

Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan

2" 1bid., hlm. 155.
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terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.?® Penggunaan
teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana
konsep yang sebenarnya terjadi.
c.  Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-
bahan berupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk
melengkapi data observasi dan wawancara. Dokumentasi
dapat berupa foto-foto, catatan hasil wawancara maupun
rekaman wawancara sehingga mendukung kevalidan data.
6. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian
dan perangkuman data penelitian.?® Analisis data yang dilakukan
dengan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang
objeknya bukan berupa angka. Selain itu juga memakai metode
berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan
yang ada di lapangan. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana
penyelenggaraan peraturan daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, untuk
selajutnya dianalisis dengan menggunakan teori HAM dan
Maslakah sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan

rumusan masalah yang diteliti.

28 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), him. 118.

2% Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), him. 92.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur
terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika
penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusun bagi menjadi lima bab,
yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling
berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai
rambu-rambu atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan
yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab Kedua, adalah bagian pengembangan landasan teori atau
penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori yang akan digunakan yaitu teori
Hak Asasi Manusia dan Maslakah Al-Ghazali.

Bab Ketiga, merupakan bab yang akan dijelaskan mengenai
Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 serta laporan hasil data
penelitian lapangan yang menjelaskan tentang pelayanan bagi lanjut usia
terlantar dalam Panti yang dilaksanakan oleh BPSTW Dinas Sosial DIY
Unit Budi Luhur dalam Perda DI'Y Nomor 3 Tahun 2021.

Bab Keempat, berisi pembahasan hasil dari penelitian. Dalam bab ini
akan dijelaskan bagaimana penyelenggaraan Peraturan Daerah DI'Y Nomor

3 Tahun 2021 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam pelayanan sosial
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lanjut usia terlantar di BPSTW Dinas Sosial Unit Budi Luhur dikaitkan
dengan teori Hak Asasi Manusia dan Maslakah.

Bab Kelima adalah penutup yang akan menjelaskan mengenai
kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dengan dilengkapi daftar
pustaka. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab
sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok
persoalan. Dan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahsan masalah
ini. Setelah itu penulis juga melengkapinya dengan daftar pustaka sebagai

rujukan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang

berjudul “Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif Maslahah

(Studi Kasus di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial DI'Y

Unit Budi Luhur)” yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan
hukum yang penting bagi BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur yang
mengatur secara jelas pelayanan-pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat lansia sebagai pengupayaan untuk meningkatkan
kesejahteraan bagi lansia. Implementasinya di BPSTW Dinsos DIY
Unit Budi Luhur berupa rehabilitasi sosial dasar bagi lansia terlantar
telah sesuai dengan standar pelayanan dalam panti yang diatur dalam
Perda, namun masih perlu ditingkatkan. Terdapat kekurangan dalam
pelaksanaan rehabilitasi dari segi anggaran, sumber daya dan kesadaran
keluarga lansia yang menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut
untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi lansia.

2. Implementasi Peraturan Daerah DI'Y Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW
Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur menyediakan pelayanan rehabilitasi

sosial dasar bagi yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh
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keluarga atau keluarga yang tidak mampu merawat lanjut usia karena
permasalahan ekonomi, sosial atau masalah lainnya. Pelaksanaan
rehabilitasi yang dilakukan oleh BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi
Luhur sesuai dengan konsep hak asasi manusia yaitu terpenuhinya hak
lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Implementasi peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021
menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan konsep maslahah yang
didefinisikan menurut al-Ghazali, yaitu pemeliharaan terhadap agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan ini BPSTW Dinas Sosial DI'Y
Unit Budi Luhur memberikan bimbingan keagamaan untuk menjaga
kesinambungan iman dan akidah lanjut usia (hifdz ad-din), lalu
memberikan jaminan hidup berupa tempat tinggal yang layak, makan,
pakaian dan perawatan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar bagi
setiap manusia termasuk lanjut usia terlantar demi menjaga
kelangsungan hidupnya (hifdz an-nafs). Balai juga memberikan
bimbingan keterampilan yang merangsang pikiran meningkatkan
kemampuan berpikir dan mengurangi resiko penurunan kognitif pada
lansia (hifdz al-‘aql). Dalam memberikan Balai juga mengedepankan
keluarga sebagai garda terdekat dan terbaik bagi lansia untuk menjaga
hubungan antara lansia dengan keluarga dan keturunan mereka (hifdz

an-nasl).
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang
dapat penyusun berikan adalah untuk BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi
Luhur, meskipun pelayanan yang diberikan sudah terlaksana dengan baik
namun dapat terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan lansia
secara maksimal. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk
pelayanan lansia terlantar dalam panti karena semua pelayanan yang
diberikan tergantung dari APBD yang diberikan oleh pemerintah,
mengingat masih adanya fasilitas maupun pelayanan yang belum terlaksana
secara maksimal seperti kurangnya lahan makam dan ketersediaan dokter
dalam Balai. Serta diperlukannya keterlibatan peran dan tanggung jawab
bukan hanya pemerintah saja namun juga dari keluarga, masyarakat,
lembaga maupun organisasi sosial untuk berkomitmen secara bersama-

sama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.
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